Sumber Daya Arkeologi di Maluku: Pemanfaatan dan Upaya Pengelolaannya by Sudarmika, G.M.

Dalam proses semacam ini, aktivitas yang memproduksi 
(industri) barang dan jasa memiliki bargaining position yang jauh lebih 
unggul dari pada industri yang memproduksi pengetahuan (knowledge). 
Di pihak lain proyek hanyalah bagian kecil dari suatu intervensi yang 
sering melangkahi struktur keseluruhan dan kadang-kadang dibangun 
secara kurang wajar, dan cendrung mengalami gejala yang kurang 
wajar (Michael, 1988:5). Implikasinya adalah, bahwa dalam kebijakan 
pembangunan ekonomi yang biasanya bersifat jangka pendek 
sumberdaya yang dipergunakan untuk memproduksi pengetahuan 
cendrung dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan. 
Dalam situasi seperti inilah kita memahami berlangsungnya penurunan 
kualitas  atau bahkan punahnya berbagai warisan budaya di tanah air.
Di atas telah disebutkan bahwa di negara berkembang seperti 
di negara kita Indonesia sekarang ini, pembangunan di segala bidang 
adalah ciri utamanya, sehingga akan melibatkan  berbagai sumberdaya 
terutama sumberdaya manusia dan alam. Tetapi perlu diperhatikan pula 
bahwa dalam ruang atau kawasan tertentu  terdapat pula sumberdaya 
arkeologi yang mempunyai arti penting dalam pembangunan itu sendiri.
Keterkaitan antara arkeologi dengan perencanaan pembangunan 
pada hakekatnya mengacu pada pembangunan yang berwawasan 
pelestarian, pemanfaatan, yang bukan saja merupakan tanggungjawab 
kalangan arkeologi, melainkan tanggungjawab semua komponen atau 
pelaku dari pembangunan tersebut. Tangungjawab arkeologi Indonesia 
adalah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, 
seperti yang dirumuskan dalam GBHN yaitu dapat memberikan 
wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam 
berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di samping itu pula pembangunan arah jangka panjang adalah 
membangun masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup terbinanya manusia 
dan masyarakat Indonesia  yang dapat menjalin hubungan antara 
mansuia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakat, manusia 
dengan lingkungannya, dan hubungan antara bangsa Indonesia dengan 
bangsa lainnya di dunia serta adanya keselarasan antara cita-cita hidup 
di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat (Salim, 1993 : 177)
Ada beberapa faktor  yang melandasi mengapa tinggalan 
arkeologis tidak dapat dikorbankan begitu saja di bawah derap 
pembangunan tersebut. Dari sekian faktor yang penting di antaranya 
adalah ada dua hal yaitu faktor kemanusiaan dan faktor kepentingan 
nasional. Faktor kemanusiaan terutama bersandar pada kenyataan 
bahwa kehadiran manusia pada saat ini  tidak lahir pada dunia yang 
masih kosong. Kehidupan saat ini adalah merupakan produk dari 
perjalanan sejarah biologis dan kebudayaan yang telah berlangsung 
sejak jutaan tahun yang lalu. Oleh karena itu pengetahuan tentang 
masa lampau sangat menjadi kebutuhan manusia yang berbudaya, yang 
tak ubahnya seperti kebutuhan pokok lainnya. Selain itu pelestarian 
sumberdaya arkeologi penting dilakukan karena di dalamnya terdapat 
suatu nilai budaya. Nilai budaya dalam kehidupan masyarakat dapat 
berfungsi sebagai pedoman yang menempati kedudukan tertinggi bagi 
kelakuan manusia (Sumardi, 1997 : 7). 
Nilai budaya terdiri dari kata nilai dan budaya. Nilai dapat 
diartikan sebagai konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran 
masyarakat mengenai apa yang dianggap  penting dan berharga dalam 
kehidupan. Sedangkan budaya adalah merupakan daya dan budi berupa 
cipta, rasa dan karsa. Jadi nilai budaya dapat diartikan sebagai aspek 
ideal yang terwujud sebagai konsep-konsep abstrak yang hidup dalam 
pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang dianggap 
penting dan berharga. Nilai budaya itu mengandung aspek perhatian, 
minat, kesenangan, keinginan, kebutuhan, harapan, rangsangan dan 
tindakan manusia. Dengan demikian nilai budaya tidak langsung dapat 
dipegang atau dilihat akan tetapi hal itu tercermin dalam pola tingkah 
laku normatif yang berada dalam pikiran masyarakat pendukung dari 
tinggalan budaya tersebut.
Pertimbangan faktor nasional khususnya berlandaskan 
pada kemampuan tinggalan arkeologis untuk memberi informasi 
tentang identitas bangsa, baik melalui pendekatan historis maupun 
antropologis. Dengan pemahaman yang tepat pada identitas tersebut, 
maka pematangan ideologi sebagai konsumen kolektif akan mampu 
mendukung iklim kebersamaan dan di lain pihak dapat meminimalisasi 
potensi konflik di antara unsur  bangsa yang bersangkutan. Bagi 
kepentingan nasional pula, tinggalan arkeologis dapat dikembangkan 
untuk mengekstinsifkan sumber pendapatan negara melalui sektor 
pariwisata budaya. 
Hasil kajian arkeologis pada situs-situs tersebut menyediakan 
informasi yang dapat dipercaya tentang latar belakang arkeologis yang 
ada, pada gilirannya dapat memberikan added value yang dibutuhkan 
bagi penyempurnaan obyek wisata yang dimaksud. Sehingga dengan 
demikian apapun alasannya, sumberdaya arkeologi harus diselamatkan 
dari persaingan berbagai kepentingan dalam pembangunan.
SUMBERDAYA ARKEOLOGI DI MALUKU: 
Pemanfaatan dan Upaya Pengelolaannya
GM. Sudarmika SUMBERDAYA ARKEOLOGI DI MALUKU: 
Pemanfaatan dan Upaya Pengelolaannya
GM. Sudarmika
Kapata Arkeologi Vol. 1 No. 1 Agustus / 2005
Balai Arkeologi Ambon
22 Kapata Arkeologi Vol. 1 No. 1 Agustus / 2005
Balai Arkeologi Ambon
23
II.  SUMBER DAYA ARKEOLOGI DI MALUKU
Sumberdaya arkeologi yang ada di daerah Maluku dapat 
digolongkan ke dalam beberapa periodesasi sesuai dengan sejarah 
kehidupan masyarakat yang pernah berkembang di Maluku. Sumberdaya 
arkeologi yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :
2.1. Tinggalan Prasejarah
Tinggalan prasejarah di Maluku dapat dibagi dalam beberapa 
kelompok tradisi budaya berdasarkan hasil budayanya, diantaranya 
adalah tradisi penghunian gua-gua, dan tradisi megalitik.
2.1.1  Tradisi Penghunian Gua-Gua.
Selama penelitian terhadap gua-gua yang ada di Maluku 
berhasil menemukan adanya beberapa data gua yang diduga pernah 
dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia, di antaranya adalah gua 
yang ditemukan di Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku, ditemukan 
tulang manusia dan benda-benda hasil budaya berupa gerabah. Gua 
Hau Pinalo yang terletak di kampung Masohi, Kecamatan Amahai 
ditemukan pula pecahan-pecahan keramik dan kulit kerang.
Di Kecamatan Kei Kecil dan sekitarnya ditemukan empat buah 
gua. Keempat gua tersebut mengandung tinggalan arkeologi berupa 
lukisan telapak tangan, manusia menari, berkelahi, duduk, topeng 
manusia dan gambar matahari. Di  Desa Waeputih di Kecamatan Leihitu, 
ditemukan sebuah gua yang cukup besar. Di dalam gua ditemukan 
sejumlah rangka manusia, gerabah, keramik dan alat-alat batu.
 2.1.2  Tradisi Megalitik
Tinggalan-tinggalan arkeologi yang berciri megalitik banyak 
ditemukan di daerah Maluku di antaranya adalah dolmen atau Batu 
Meja. Selama penelitian ada beberapa dolmen yang telah didata 
antara lain dolmen di Negeri Lama Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, 
dolmen di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram barat, dolmen di Desa 
Oma Kecamatan Pulau Haruku dan sejumlah dolmen di Desa Tuhaha 
Kecamatan Saparua. Pada umumnya batu meja ini dikeramatkan oleh 
masyarakat di Maluku sehingga disebut dengan batu pamali.
2.2 Tinggalan Arkeologi Islam
2.2.1 Masjid
Tinggalan arkeologi berupa mesjid di daerah Maluku jumlahnya 
cukup banyak misalnya mesjid Raya Al Jami di Desa Kao Kecamatan 
Kao, mesjid Hatuhahamarima di Desa Rohomoni Kecamatan Pulau 
Haruku, mesjid ini merupakan persekutuan dari lima desa yaitu 
Desa Pelau, Hulaliu, Kebau, Kailolo dan Rohomoni. Masjid lainnya 
adalah masjid Sultan Ternate, mesjid ini terletak di Kota Ternate yang 
didirikan oleh Sultan Zainal Abidin Syah (1486-1500) yang kemudian 
pembangunannya dilanjutkan oleh Sultan Hamzah yang memerintah 
pada tahun 1627-1648.
2.2.2 Kedaton
Penelitian yang telah dilakukan selama ini ada dua buah kedaton 
yang telah di data yaitu Kedaton Ternate dan Tidore. Kedaton Ternate 
sesuai dengan sejarahnya telah tiga kali mengalami perpindahan. 
Pertama di Desa Foramadiahi yang dibangun oleh Sultan Baab Mansyur 
Malamo pada tahun 1257. Kedua dipindahkan ke Desa Kasturian oleh 
Sultan yang ke 28 yaitu yaitu Sultan Saidi Barakati (1606 - 1610). 
Ketiga atau yang terakhir dibangun di Desa Soa-Sio, oleh Sultan yang 
ke 40 yaitu Sultan Muhamad Ali (1788 - 1814). Pembangunan kedaton 
yang terakhir ini masih bertahan dan dapat diamati sampai sekarang. 
Sejak tahun 1987 Kedaton Ternate telah difungsikan sebagai Museum 
Memorial Kedaton Ternate. 
Kedaton Tidore, terletak di Pulau Tidore didirikan oleh Sultan 
Muttahiddin Muhammad Taher pada tahun 1812 - 1861 dengan nama 
Kedaton Kei. Setelah adanya perang saudara dan gempa bumi yang 
dahsyat, sehingga kedaton ini mengalami rusak berat dan sekarang 
hanya tinggal pondasinya saja.
2.2.3 Makam
Tinggalan arkeologi berupa makam cukup banyak ditemukan 
di Maluku, di antaranya adalah makam beberapa Sultan Ternate yaitu : 
Makam Sultan Hamzah (1627-1648), makam Muhammad Ali  (1788-
1814), makam Muhammad Arzad (1850-1875), makam Ayahar Syah 
(1875-1902), makam Haji Muhammad Ilham (1902-1902), makam 
Haji Muhammad Usman Syah (1902-1929), dan makam Iskandar 
Muhammad (1929-1975). Di Desa Iha juga ditemukan sebuah makam 
dari Sultan Zainal Abidin Syarif yang dianggap sebagai penyebar agama 
Islam dan menjadi Sultan pertama di Kerajaan Iha.
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Sumberdaya arkeologi yang berupa benteng di Maluku 
ditemukan cukup banyak adalah Benteng Toluko, Oranye, Benteng 
Kalamata (di Ternate), Benteng Horn (di Desa Pelauw), Benteng New 
Zeland (di Desa Haruku). Di Kecamatan Banda terdapat tiga buah 
benteng yaitu : Benteng Nassau, Revenge, dan Hollandia, dan sebuah 
Istana Mini, serta dua buah Rumah Pengasingan (Muhammad Hatta, 
Dr. Tjiptomangunkusumo).
2.3.2 Perk ( tempat pekerja/pengelola pala)
Pada umumnya bangunan perk terdiri dari sejumlah kamar 
atau bangunan dan masing-masing bangunan tersebut didiami oleh 
pegawai/buruh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain sebagai 
tempat hunian juga dilengkapi dengan bangunan lainnya di antaranya 
adalah gudang pengeringan pala, dapur, kamar mandi, WC,  dan ruang 
administrasi, dan mempunyai satu buah pintu masuk. Tinggalan perk 
yang berhasil di data (khususnya di Banda)  adalah sebagai berikut :
Perk di Pulau Ay, yaitu Perk  Welvaren, Wesklip, Mata Lengo, Pagar 
Miskin, Pagar Batu, dan Perk Weter Preden. Perk di Pulau Neira, yaitu 
Perk Lautaka, Mangko Batu, dan Perk Kasten. Perk di Pulau Rhun, 
yaitu Perk Tanah Merah dan Pagar Miskin.Perk di Pulau Hatta yaitu 
Rousengain.
Perk di Banda Besar (Lonthor) yaitu, Perk Lonthor, Namulu, 
Bandare, Pancebi, Kumbir, Slamon, Bender A, Bender B, Waer A, 
Waer B, Rabi Mandi, Pagar Butung, Lautan, Uring A, Uring B, Boian, 
Waleng A, Waleng B, Kasestoren, Raning, Welteveden, Takermoro, 
Lakui, Simonual, dan Perk Kelienorwehen.
III. UPAYA PEMANFAATAN
Kita ketahui bersama bahwa sumberdaya arkeologi atau juga 
disebut benda cagar budaya termasuk situsnya  adalah sisa-sisa hasil 
karya atau peninggalan nenek moyang yang masih dapat dilihat sampai 
saat sekarang. Para pakar mengatakan bahwa sumberdaya arkeologi 
adalah seluruh atau sebagian bukti fisik yang ditinggalkan oleh manusia 
masa lampau pada bentang alam tertentu  dari padanya dapat diperoleh 
gambaran, penjelasan, pemahaman tentang perilaku dan interaksi antar 
mereka sebagai bagian  yang tak terpisahkan dari perubahan sistem 
budaya dan alamnya.
Sumberdaya arkeologi selain perlu dilestarikan juga harus 
dimanfaatkan. Pemanfaatan benda cagar budaya untuk berbagai 
kepentingan, sesungguhnya menambah pekerjaan bagi arkeologi, 
karena yang dihadapi bukan saja masalah teknis melainkan juga 
masalah sosial. Pada tahapan inilah akhirnya berkembang manajemen di 
bidang arkeologi yang sering disebut Cultural Resources Management. 
Pemintakatan arkeologi sebenarnya juga merupakan wujud dari hasil 
penelitian arkeologi terapan dalam rangka menjawab permasalahan 
yang biasanya datang dari luar ilmu arkeologi. (Sedyawati, 1997). 
Dengan adanya pemintakatan arkeologi dalam suatu situs, 
maka diharapkan pihak manapun yang akan memanfaatkan situs 
tersebut harus tetap mengacu kepada mintakat yang telah ditetapkan 
dalam pertimbangan arkeologis. Hal ini dipandang penting mengingat 
benda arkeologi sifatnya tidak dapat diperbaharui (unrenewable). 
Sekali ia rusak atau punah maka musnah dan rusaklah bukti otentik 
arkeologis tersebut, maka lambat atau cepat berkuranglah atau hilanglah 
kepercayaan orang  atau dunia ilmiah terhadap  kebenaran akan adanya 
peristiwa historis di seputar situs tersebut, karena yang tinggal hanyalah 
rangkaian cerita tanpa bukti (Djaenuderadjat, 1999 : 5)
Apabila dirumuskan secara umum, maka pemanfaatan 
sumberdaya arkeologi atau warisan budaya di arahkan untuk tiga 
manfaat yaitu : (1) manfaat ideologik, (2) manfaat akademik, dan (3) 
manfaat ekonomik.
3.1 Manfaat Ideologik
Kepentingan idealogik dalam hal ini adalah merupakan suatu 
upaya untuk menumbuhkan pola pikir yang berwawasan nasionalis, 
misalnya dengan berakhirnya penjajahan bangsa-bangsa asing di 
negara-negara terjajah warisan budaya yang ditinggalkannya tersebut 
khususnya yang bersifat bendawi dapat mendorong menambah 
bangkitnya rasa nasionalisme dari negara terjajah tersebut dalam hal 
ini bangsa Indonesia. Sehingga berbagai aktivitas  penelitian arkeologi 
diarahkan hasilnya untuk dapat mengatasi diskontinyuitas budaya 
yang diakibatkan oleh kolonialisme tersebut. Hasil-hasil penelitian 
arkeologi tersebut diletakkan harapan agar jatidiri budaya bangsa dapat 
direkonstruksi, sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional.
Tuntutan terhadap sumbangan dan peranan warisan budaya 
dalam pemantapan jatidiri, belakangan ini pada gagasan-gagasan yang 
berkaitan dengan aktivitas pembangunan kota (urban development). 
Warisan budaya yang diperhatikan dalam hal ini adalah bentang lahan 
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wisatawan dalam maupun luar negeri. Tentu saja sebagian wisatawan 
lebih senang dan tertarik pada suatu peninggalan sejarah dan purbakala 
yang sudah dipugar dan lengkap dengan sarana penunjangnya, serata 
lingkungannya seperti taman yang telah diatur, tersedianya tempat-
tempat fasilitas untuk para pengunjung, buku petunjuk, juru penerang 
yang terampil dan mahir (Tjandrasasmita, 1983 : 17).
Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan pada 
pasal 11 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa obyek wisata adalah alam dan 
hasil karya manusia  yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 
peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, 
taman rekreasi dan tempat hiburan. Berkaitan dengan hal tersebut maka 
obyek warisan budaya sangat berperan dalam kepariwisataan tersebut.
Pembangunan kepariwisataan selama ini dalam kaitannya 
dengan keberadaan warisan budaya nasional lebih dipahami pada dan 
dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun di sisi lain interaksi 
diantara keduanya dapat menghadirkan kecenderungan yang positif, 
terutama bagi sumber daya budaya itu sendiri. Dalam kecenderungan 
pariwisata budaya pada dekade terakhir ini, quality of resources atau 
kualitas sumberdayanya merupakan tuntutan dari wisatawan. Semakin 
asli dan lestari obyek tersebut semakin potensial pula perkembangannya. 
Dari sekian jumlah sumberdaya arkeologi yang ada di Ambon 
seperti yang telah disebutkan di atas baru ada beberapa jenis tinggalan 
arkeologi yang bisa dikembangkan atau diupayakan pemanfaatannya 
untuk berbagai kepentingan. Dalam  hal ini misalnya,  sumberdaya 
arkeologi yang ada di Kecamatan Banda dan Ternate yang menampilkan 
kepurbakalaan cukup menarik yaitu berupa sejumlah benteng baik yang 
sudah maupun yang belum dipugar yang masih menunjukkan keasliannya. 
Di Kecamatan Banda, benteng - benteng yang telah dipugar merupakan 
sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Hal ini didukung oleh 
kompleks kepurbakaalaan yang ada di Banda, khususnya di Pulau Neira 
sangat bervariasi sebagai situs kolonial yang cukup lengkap, sehingga 
Pulau Neira disebut sebagai museum terbuka atau juga disebut “kota 
budaya”. Demikian pula di Ternate tinggalan arkeologi berupa benteng 
dan kedaton sangat potensial dikembangkan sebagai obyek pariwisata 
budaya dan pembinaan mental dalam menelusuri jati diri bangsa 
khususnya bagi masyarakat Ternate. Dimana pada masa lampau Ternate 
merupakan salah satu bekas  kerjaan Islam yang besar dan terkemuka di 
Maluku. Di dalam bangunan  kedaton tersebut yang sekarang namanya 
sudah di rubah menjadi “Museum Memorial Ternate” terdapat sejumlah 
data sejarah berupa informasi mengenai kebesaran dari kerajaan 
budaya (tradisional atau bersejarah) yang berperan sebagai pembentuk 
struktur fisik desa atau kota, atau yang sering juga disebut dengan 
historic landscape. (Ford, 1973, Bugie, 1993 : 3).
Dengan didasari prinsip di atas, proses perancanaan kota tidak 
selalu berkonotasi menciptakan  sesuatu yang baru. Dalam perancangan 
kota selalu terdapat nafas pelestarian khususnya terhadap keberadaan 
berbagai warisan budaya. Di dalam kepentingan kota secara keseluruhan, 
manejemen perawatan lingkungan binaan atau historic presevation 
memberikan tekanan yang besar terhadap azas manfaat (adaptive use) 
dari warisan budaya yang bersangkutan.
3.2  Manfaat Akademik
Rumusan-rumusan mengenai identitas budaya yang disebutkan 
di atas tersebut dapat diwariskan dari generasi ke genarasi melalui 
pendidikan. Dalam kegiatan itulah obyek warisan budaya tersebut 
kembali berperan sebagai sarana peraga guna mengefektifkan  proses 
komunikasi dalam aktivitas belajar-mengajar. Di samping berfungsi 
sebagai sarana pewarisan, kunjungan ke situs arkeologi atau museum 
juga dinilai berhasil menanamkan pemahaman-pemahaman kesejarahan 
pada siswa-siswa sekolah sejak usia muda.
Pada hakekatnya aktivitas kunjungan sekolah ke berbagai 
obyek warisan budaya adalah bagian dari kepariwisataan, dalam hal 
ini pariwisata budaya. Pariwisata sangat  berkaitan dengan quality of 
experiences atau mutu dari pengalaman wisatawan di daerah kunjungan 
wisata. Semakin tinggi mutu dari pengalaman tersebut berarti semakin 
tinggi pula nilai jual obyek wisata yang bersangkutan. Mutu obyek 
wisata  biasanya tidak jauh dari obyek-obyek yang bersifat unik dan 
lokal. Keunikan dan kelangkaan salah satunya dapat diperoleh melalui 
obyek-obyek arkeologis serta penjelasan-penjelasan dari benda budaya 
tersebut. Selain itupula pelestarian atas berbagai ragam bentuk budaya 
bendawi tradisional dan kuna, sangat bermafaat sebagai acuan dalam 
pembentukan ide-ide pengembangan motif-motif kerajinan dan 
cinderamata lokal.
3.3 Manfaat Ekonomik
Sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan sebagai obyek 
wisata budaya baik yang belum dipugar maupun yang sudah dipugar, 
berhubung dari sejumlah wisatawan ada juga yang mempunyai 
perhatian kepada puing-puing yang belum dipugar atau sedang dipugar. 
Jadi hal ini tergantung dari perhatian wisatawan itu sendiri, baik 
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di semua sektor pembangunan.
Kita ketahui bersama bahwa sumberdaya arkeologi itu bukan 
saja berupa artefak, tetapi juga ekofak, feature, situs, dan kawasan 
arkeologis. Artefak adalah semua benda yang dibuat oleh manusia 
yang bersifat porteble, Ekofak merupakan fakta arkeologis yang 
sifatnya biotik dan berhubungan erat dengan aktivitas  atau budaya 
masa lampau. Feture adalah artefak yang anporteble yang tidak dapat 
dipindahkan  tanpa merubah matriknya. Situs adalah batas ruang 
tertentu yang mengandung atau diduga menyimpan sumberdaya 
arkeologi. Sedangkan kawasan arkeologi adalah bentang alam tertentu 
yang berkaitan erat dengan sebuah situs, atau mengandung lebih dari 
sebuah situs. Sumberdaya arkeologi tersebut tidak bisa diperbaharui, 
sekali dia rusak/hancur musnahlah sumberdaya arkeologi tersebut. 
Pembangunan fisik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari 
aktivitas mengubah lahan. Dilain pihak tinggalan arkeologis rawan 
terhadap proses modifikasi lahan karena dapat merusak benda maupun 
konteks arkeologisnya. Untuk mengindari konflik kepentingan  maupun 
tuntutan kepada pemrakarsa proyek dikemudian hari, sehingga patutlah 
disampaikan informasi tentang potensi arkeologis  di area pembangunan 
dan sekitarnya. Dengan demikian pemrakarsa pembangunan 
memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang berbagai 
aspek lingkungan yang terkait, guna memberi bahan pertimbangan di 
dalam menetapkan pilihan kegiatan sehubungan dengan proyek yang 
direncanakan (Bugie, 1988:2).
Pertimbangan arkeologis dalam pengambilan keputusan suatu 
pembangunan merupakan komponen utama dari subdisiplin Pengelolaan 
Sumberdaya Budaya (PSB). Sub disiplin tersebut merupakan bagian 
dari disiplin arkeologi yang mendasarkan pemikirannya pada  upaya 
pelestarian dan informasi tentang masa lampau manusia. Di negara 
maju seperti di Amerika, pertimbangan arkeologi bagi proyek-proyek 
pembangunan dijamin oleh berbagai peraturan. Puncak dari semua 
itu adalah National Environmental Policy Act (NEPA) yang mengatur 
secara komprehensif dan koheren dalam pengambilan keputusan 
oleh pemerintah tentang tata guna lahan dalam hubungannya dengan 
pengelolaan sumberdaya budaya (Schiffer and Gumerman, 1977 : 5-6, 
Bugie, 1988 : 4).
Kelebihan NEPA adalah pada ditetapkannya pendugaan/
analisis dampak lingkungan sebagai syarat setiap prakarsa proyek 
pembangunan. Dengan adanya aturan ini maka pemrakarsa proyek wajib 
melakukan pendugaan atau analisis dampak yang akan diakibatkan oleh 
Ternate, di antaranya berupa Al Quran, tempat untuk berdoa, bendera 
atau panji-panji, singgasana, tongkat kebesaran, pedang, topi militer, 
baju besi, dan tameng. Selain tinggalan masa kolonial dan Islam, 
alternatif lain yang bisa dikembangkan adalah lukisan gua yang ada 
di Desa Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku 
Tenggara, baik untuk kepentingan idealogik, akademik, dan ekonomik. 
Masalah yang akan timbul dalam upaya pengembangan situs tersebut 
adalah transportasi yang cukup sulit untuk dijangkau, sehingga perlu 
adanya perintisan jalan menuju ke situs tersebut.
Segi positif lainnya yang ditimbulkannya dari pengembangan 
suatu situs atau tinggalan arkeologi adalah berupa tanggapan dan 
sikap masyarakat di sekitar obyek warisan budaya tersebut adalah, 
memperlihatkan adanya manfaat yang dipetik oleh masyarakat 
bersangkutan dari kunjungan wisatawan ke daerahnya. Artinya tingginya 
nilai jual suatu warisan budaya  sebagai obyek pariwisata yang diikuti 
oleh tingginya manfaat yang dipetik oleh masyarakat sekitarnya. Dari 
kunjungan wisatawan akan mendorong tumbuhnya sikap dan persepsi 
yang positif dari masyarakat terhadap warisan budaya  yang memberi 
mereka manfaat. Pada masyarakat tersebut akan tercermin pula 
adanya rasa memiliki yang merupakan modal utama bagi pembinaan 
program public archaeology selanjutnya. Dengan demikian kelestarian 
sumberdaya arkeologi bukanlah semata-mata merupakan tuntutan para 
arkeolog semata namun juga tuntutan sektor lain dan semua lapisan 
masyarakat.
IV. UPAYA PENGELOLAAN
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 
1992 tetang Benda Cagar Budaya, dengan tegas disebutkan bahwa 
pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs adalah tanggungjawab 
pemerintah, masyarakat, kelompok atau perorangan. Jadi dengan kata 
lain bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Benda Cagar 
Budaya tersebut adalah semua lapisan masyarakat. Pengelolaan Benda 
Cagar Budaya yang di dalamnya termasuk sumberdaya arkeologi 
yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah bagaimana mengelola 
sumberdaya arkeologi untuk dapat menciptakan suatu kondisi yang 
kondusif dalam upaya mengantisipasi secara prefentif sehubungan 
dengan adanya pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik dalam upaya 
pengembangannya maupun digunakan untuk kepentingan lain sesuai 
dengan perkembangan pembangunan disegala bidang terutama pada 
proyek-proyek pembangunan yang berskala besar, sehingga diharapkan 
pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut dapat saling menguntungkan 
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organisasi profesi sebagai bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), dalam hal ini organisasi profesi yang dimaksud adalah Ikatan 
Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).
Dengan adanya ketentuan semacam tersebut pelestarian sumber 
budaya menemukan identitasnya. Pemikiran tersebut lebih bersifat 
komprehensif dengan memberikan prioritas yang tinggi bagi tinggalan 
arkeologis tidak saja sekedar untuk melokalisir situs maupun memetik 
data semata, tetapi juga mengembangkan metode dan kebijakan yang 
akan melestarikan sumberdaya arkeologi bagi generasi mendatang. 
Ketentuan-ketentuan semacam tersebut bukan saja dapat memberikan 
jaminan bagi kelestarian sumberdaya arkeologis, tapi juga dapat 
mengikuti aturan permainan dari strategi dan proses pembangunan 
nasional, yaitu adanya keterikatan antara proses pengambilan keputusan 
antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan yang berwawasan 
pelestarian Benda Cagar Budaya.
Selain beberapa pandangan di atas dalam upaya pengelolaan 
sumberdaya arkeologi, juga harus memperhatikan sistem koordinasi 
terpadu terutama dengan masyarakat, pemerintah daerah, mulai dari 
tingakt wilayah sampai ke desa-desa. Disini disampaikan peran dan 
fungsi dari pelestarian sumberdaya arkeologi kepada masyarakat 
dengan tepat. Dalam hal ini pertimbangan sosial kemasyarakatan 
kelihatannya sangat membantu pemerintah daerah, dan masyarakat 
harus merasa ikut bertanggungjawab atas tinggalan budaya material 
yang ada di wilayahnya.
Dengan demikian upaya lebih difokuskan kepada pemahaman 
tentang aspek nilai, terutama aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomis. 
Pola ini diharapkan untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap 
pembangunan kebudayaan secara umum termasuk pelestarian Benda 
Cagar Budaya, yang pada gilirannya akan mengarah pada pemahaman 
dan kesadaran masyarakat tentang aspek nilai penting lainnya, seperti 
kemanfaatan  dalam pemupukan ideologi bangsa dan penggalakan nilai 
edukatif   (Natsir, 1988 : 14).
V. PENUTUP
Sumberdaya arkeologi apapun alasannya harus diselamatkan 
demi pembangunan itu sendiri. Adanya berbagai kepentingan di 
seputar sumberdaya arkeologi termasuk kepentingan ekonomi dengan 
mengelola sumerdaya  alamnya, hendaknya tetap berpedoman  pada 
Undang-Undang RI No. 24 tahun 1992 pasal 2  dan 3, antara lain 
dikemukakan bahwa penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang 
bagi semua kepentinggan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, 
proyek tersebut atas lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam pemikiran 
ini, tinggalan arkeologis sebagai unsur utama sumberdaya budaya 
merupakan komponen yang patut dipertimbangkan bersama dengan 
komponen yang lain yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 14 dan 
penjelasannya) digariskan secar implisit. Secara eksplisit ketentuan 
analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi tinggalan 
arkeologis  (Benda Cagar Budaya) digariskan secara tegas dalam PP 
No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan 
(pasal 2 (1) e, dan penjelasannya). Ketentuan semacam ini tidak saja 
berlaku  bagi pelaksanaan Amdal saja tetapi juga dalam pelaksanaan 
Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (Semdal).
Bagi perencanaan suatu kegiatan pembangunan, Amdal 
merupakan salah satu komponen dari kegiatan studi kelayakan 
(feasibility study), di luar komponen yang lain yaitu aspek teknis dan 
ekonomis (PP No. 29 Thn. 1982 pasal 6). Melalui Amdal direncanakan 
pendugaan dampak negatif suatu proyek pembangunan dapat disiapkan 
mitigasinya, serta di lain pihak dapat disiapkan rencana pengembangan 
dampak positif yang diperkirakan akan timbul. Bagi sumberdaya 
arkeologi Amdal disusun dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi 
rencana kegiatan terutama yang menimbulkan dampak penting bagi 
sumberdaya arkeologi, (2) mengidentifikasi rona lingkungan terutama 
yang akan terkena dampak, (3) memperkirakan dan menganalisis 
(mengevaluasi) dampak penting (significance), dan (4) memberikan 
saran  dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap sumberdaya 
arkeologi di lokasi proyek dan sekitarnya.
Pertimbangan sumberdaya budaya dan keterlibatan kalangan 
arkeologi dalam Amdal menuntut konsekuensi adanya ahli arkeologi 
di dalam  Komisi Penilai. Dimana keanggotaan Komisi Penilai diatur 
dalam Keputusan Menteri Negara  KLH No. Kep-53/MENKLH/6/1987. 
Dalam hal ini keterlibatan arkeologi dapat dimasukkan sebagai : (1) 
pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut, atau 
(2) wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk butir 
(1) jelas bukan  pakar arkeologi dari instansi penelitian atau instansi 
perlindungan dan pembinaan yang dilibatkan, hal ini menyangkut 
obyektifitas dalam penilaiannya. Dalam hal ini harus melibatkan 
para pakar dari kalangan perguruan tinggi (staf edukatif). Sedangkan 
untuk butir (2) harus melibatkan organisasi profesi arkeologi sesuai 
dengan penjelasan pasal 19 UU No. 4 Thn. 1982 yang mengategorikan 
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